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Tax Administration 1.0
=1

Tax Administration 3.0

- Administrasi perpajakan yang
berpandangan tentang
bagaimana sistem perpajakan
seharusnya beroperasi.

- Administrasi pajak ini berbasis

kertas dan tertutup dengan
fungsi tradisional.

Sumber: OECD (2020) & ADB (2022)

- Administrasi berbasis

elektronik yang sebagian besar
fungsinya didigitalisasi.

- Pada dasarnya prosesnya

sama dengan Tax
Administration 1.0, tetapi lebih
cepat dan efisien.

- Integrasi system perpajakan

dengan taxpayers’ natural systems
menjadi inti Tax Administration 3.0.

- Mengubah paradigma administrasi

yang menjadikan wajib pajak (WP)
dan sistem administrasi perpajakan
saling terhubung.

- Administrasi perpajakan menjadi

lebih resilient & agile, menjadi
sesuatu yang “just happens”.



Keterbatasan Tax Administration 2.0 e

2

Memerlukan biaya dan
usaha yang besar

Terdapat celah bagi WP untuk
patuh atau tidak patuh dalam
melaksanakan kewajiban
perpajakan

Bergantung pada
kepatuhan sukarela

Keterbatasan
Tax Administration
2.0

WP perlu mengalokasikan biaya
tambahan untuk melaksanakan
kewajiban perpajakan

3

Sifat *hilir menimbulkan
ketidakpastian dan berdampak
pada perencanaan keuangan
hingga biaya pemeriksaan

Perhitungan hingga . . .
pemeriksaan pajak Pajak menjadi kegiatan

dilakukan di akhir (hilir) yang berdiri sendiri

Perbedaan sistem lembaga
pemerintah mempersulit
proses berbagi data atau
penggunaan proses yang sama

‘ ‘ Sumber: OECD (2020)



Keterbatasan Tax Administration 2.0 (Continued)

Penelitian yang dilakukan Braunerhjelm et al. (2019) menemukan bahwa pengurangan beban administrasi
perpajakan sebesar 10% dapat meningkatkan total aktivitas kewirausahaan hingga sekitar 3,9%.

Dampak Pengurangan Beban Administrasi Pajak terhadap
Peningkatan Aktivitas Usaha Sebagian besar biaya administrasi pajak
6 berkaitan dengan pengumpulan dan
pelaporan data

@ Menerjemahkan data transaksi bisnis ke dalam
semantik pelaporan yang diperlukan oleh
administrasi perpajakan

@ Menerapkan dan memperbarui sistem
pelaporan data termasuk antarmuka digital
dengan sistem manajemen bisnis.

@ Menerapkan proses organisasi untuk menjamin
kualitas dan persyaratan waktu skema
pelaporan

B Beban Administrasi

—_
o
1

Persentase Beban Administrasi dan Aktivitas Usaha

| Aktivitas Usaha

N
N
1

Sumber: Braunerhjelm, Eklund, & Thulin (2019)

Sumber: OECD (2020)



Elemen Inti Tax Administration 3.0

The nature of the changes occurring around us through the increasing digitalisation of the economy and of
society in general allow, and indeed call for, a different model of tax administration (OECD, 2020).

« Situation: Digitalisasi masyarakat menimbulkan peluang dan
tantangan bagi administrasi pajak

« Complication: Administrasi pajak yang ada saat ini belum dapat
menjawab peluang dan tantangan digitalisasi yang ada

« Tax Administration 3.0 diperlukan untuk dapat menjawab peluang dan
tantangan dari masyarakat yang semakin digital

« Tax Administration 3.0 diperlukan untuk mengkoreksi berbagai keterbatasan
yang dimiliki oleh Tax Administration 2.0

« Di bawah ini merupakan elemen inti dari Tax Administration 3.0 yang dapat

« Question: Mengapa Tax Administration 3.0 diperlukan? menjelaskan mengapa administrasi pajak ini diperlukan

Elemen Inti Tax Administration 3.0

Tertanam dalam taxpayers’ Bagian dari “system of Menyediakan kepastian pajak
natural system system” yang tangguh secara real-time

Membayar pajak akan menjadi Otoritas pajak tidak lagi menjadi Agar tetap sinkron dengan
pengalaman yang lebih lancar dan satu-satunya pusat pengolahan kehidupan sehari-hari dan transaksi
terintegrasi ke dalam kehidupan data dan penilaian pajak. proses administrasi perpajakan
sehari-hari dan bisnis.

akan semakin real-time [

Transparan dan dapat Terintegrasi dengan Sentuhan manusia-organisasi Y
dipercaya keseluruhan pemerintahan adaptif berteknologi tinggi

WP dapat memeriksa pajak yang Perpajakan semakin banyak Kombinasi ini akan mendukung

telah ditetapkan. Akan jelas aturan digabungkan dengan layanan dan kepatuhan wajib pajak dalam
mana yang diterapkan pada data fungsi pemerintah lainnya, serta mengurangi jumlah area di mana
tertentu. sektor swasta. kepatuhan masih menjadi pilihan

Sumber: OECD (2020)



Identifikasi Risiko Digitalisasi Administrasi Pajak (1)

Transformasi fundamental pasti melibatkan risiko. Perencanaan yang cermat, visi yang jelas,
dan implementasi yang efektif sangatlah penting.

0 Kurangnya Strategi Digital yang Menyeluruh G Pertukaran Data
@® Inisiatif transformasi terkadang tidak dilaksanakan dengan ® Kendala yang dihadapi otoritas pajak terkait
menyeluruh. pertukaran data adalah kerahasiaan data dan
® Hal tersebut berimplikasi pada sistem yang menjadi tidak peraturan perlindungan data.
saling terhubung.
9 Keterlibatan Sumber Daya Manusia 9 Manajemen Perubahan dan Proses Enabling
@® Inisiatif transformasi yang sukses harus dilaksanakan ® Tanpa proses manajemen perubahan yang tepat,
dengan SDM, model operasi, kemampuan, dan desain transformasi digital tidak akan mendapat dukungan

yang inovatif dan berkelanjutan. penuh dari internal.

Tingkat Adopsi e-filing dan Mekanisme
Pengumpulan Data s

@® Di Asia dan Pasifik, beberapa yurisdiksi menghadapi
tingkat adopsi e-filing relatif rendah. Padahal data P {
tersebut diperlukan dalam transformasi digital. ’A 7’

— -
Sumber: ADB (2022)
<




Identifikasi Risiko Digitalisasi Administrasi Pajak (2)

. Berikut juga terdapat
beberapa masalah dan
risiko paling umum
dalam digitalisasi,
seperti yang dicatat
oleh dunia usaha,
penasihat pajak, dan
administrator pajak
dari 12 negara.

. Dengan

mempertimbangkan
masing-masing risiko
berikut dan
merencanakan terlebih
dahulu akan membantu
mengurangi risiko
tersebut.

Risiko Politik Legacy systems
Future proofing Kompleksitas
Risiko
DlgltallsaS| Keterbatasan

Administrasi digitalisasi
Pajak

Keamanan dan

Basis legislatif kerahasiaan

Eksklusi Digital Mission creep

Sumber: ICAEW (2019)

. Intensitas risiko yang
dihadapi setiap
administrasi
perpajakan akan
berbeda-beda.




Mitigasi Risiko Digitalisasi Administrasi Pajak —

Salah satu pendekatan untuk memitigasi risiko digitalisasi administrasi pajak adalah dengan mempertimbangkan seven
synapsis of digitalization, yang semuanya perlu berkomunikasi satu sama lain untuk memfasilitasi transformasi pada risiko

yang optimal.

lIlDenting untu!f merancang strategi Strategi dan Keterlibatan awal para pemangku
future p_roof yang memastikan kapabilitas kepenthgan adalah kunci untuk
teknologi yang diterapkan akan memastikan dukungan selama
mendukung kebutuhan di masa 0 g proyek berlangsung.

depan

Model operasi

Pelajari dan yang 9 Keterampilan Tl, statistik, analitis,
Model operasi termasuk pertahankan . e memungkinkan dan QOmaln pgjak dlekspektaglkan
9 dukungan administratif, Mitigasi Risiko meinJaanggia(;’"';";?:?;nggraﬂ
penanaman pola pikir dan Digitalisasi perpaj ' pan.
ﬁudaya teknologi disr'uptif, @ T g
ingga model operasi yang

Pajak

@ Memanfaatkan berbagai pemangku
kepentingan hingga vendor perangkat
lunak, untuk mengelola ekspektasi
terhadap inisiatif digital.

mendukung teknologi.

Desain inisiatif

Mengelola hasil

9 Beragam inisiatif misalnya,

manajemen data, analisis 0 Global good practice adalah
data, manajemen kasus, 6 a menggunakan hasil dan
peningkatan proses internal, pembelajaran aktual untuk
dan peningkatan titik kontak Mengelola Desain mengambil keputusan guna
wajib pajak tenaga kerja intervensi perencanaan lebih lanjut

Sumber: ADB (2022)




Sets the Stondords and Bayond

Mengukur Dampak Digitalisasi Administrasi Pajak (ADB, 2022)

An impact assessment of a digitally transformed tax administration should add
additional measures to capture the enhanced objectives of the tax administration

of the future (ADB, 2022)

Measuring M=
Impact
Efisiensi dan o
Fungsi Lainnya
Kecepatan
Indikator
. Tax administrations as Tax administration
Tax revenue Compliance T £ qupayer d Resolut(qun of . fExchan_ge o d Mteasures 2 the connector between data reservoir as the
generation rates axgap ungt'?_.P spee cadses, Isputes, Information Ian a.xpf)aygr taxpayer and government;s data
and efficiency and assessments international tax satisfaction government programs warehouse

Sub Indikator
Sumber: ADB (2022)




Mengevaluasi Administrasi Pajak dengan TADAT  ——

) 1

‘ Untuk tujuan monitoring Accountability ntegrity o the
& evaluatbing, :(MF tE|ah Transparency Taxpgayer Base
mengembangkan Tax ,

5 q q 0 Effective
Administration Diagnostic Revenle
Assessment (TADAT) Management Effective Risk
Management
Performance

@ TADAT dapat membantu Fifectve Tax Outcome
mengidentifikasi 7 Resolution A Supporting
kekuatan dan kelemahan reas UL

Compliance

dalam sistem dan proses
administrasi perpajakan

. . Accurate
dibandingkan dengan Reporting i
c eporting In Timely Filing
praktik dan tolok ukur Declarations e
internasional yang baik. Timely Declarations

Payment

6 of Taxes 4
5

Tax Administration Diagnostic Assessment Tool

Sumber: TADAT (n.d.)




Mendorong Kepastian dalam Sistem Pajak o

2019 Progress Report on @ Kian pentingnya faktor kepastian dalam sistem pajak sebagai
i instrumen yang mendorong perdagangan, pertumbuhan
ekonomi, dan investasi. Khususnya di tengah dinamika sistem
pajak global yang kerap mengalami perubahan.

eport for the G20

and Central

IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers

@® Tax certainty sama-sama memiliki peran yang penting baik dari
sisi pelaku usaha maupun otoritas pajak

@® Sumber ketidakpastian di sektor pajak umumnya berkaitan

T @) OECD - . ) .
""" ‘ dengan ketidakpastian atas beban pajak efektif yang akan
ditanggung, sulitnya restitusi (semisal atas WHT dan PPN),
OECD/IMF on Tax OECD/IMF 2019 Progress sengketa yang berlarut-larut, dan sebagainya
Certainty (2017) Report on Tax Certainty

@® Dewasa ini, strategi meningkatkan kepatuhan sukarela
menjadi agenda penting di berbagai negara. Salah satu
caranya melalui peningkatkan tax morale.

L\ Tax Morale \ \, Tax Morale Il

% A BURDING TRUST BETWEEN TAX ADMINISTRATIONS
” WHAT DRIVES PEOPLE AND BUSINESSES TO PAY TAX? ” AN LARGE BUSINESSES

@® Bagi wajib pajak badan, tax morale dipengaruhi oleh
kepastian dalam sistem pajak. Kian rendah kepastian dalam
sistem pajak, akan berpengaruh bagi rendahnya partisipasi
dan kepatuhan wajib pajak badan

@)oeco M g . . .
e @ Tax certainty sangat berpengaruh bagi keputusan bisnis,
OECD (2019) OECD (2022) khususnya di negara berkembang.




Apa Selanjutnya?
Mendorong Kepastian dalam Sistem Pajak

/A~ 4
> &
Sets the Standards and Qé'yoﬂd

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

Sumber Ketidakpastian yang Berasal dari Desain
Kebijakan dan Hukum Pajak

3,30 3,25
J 3,18
3,11 3,05
2,63
Ketentuanyang Hukum didesain Perubahanyang Ketidakpastian Hukum pajak Kurangnya
rumit dan secara kurang  kerap terjadi atas dalam bersifat retroaktif  pembatasan
kompleks jelas sistem pajak memperoleh dalam pengenaan
restitusi WHT dan SEE]S
PPN

Sumber: OECD/IMF on Tax Certainty (2017)

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

3,54 3,53
3,20
I 3704 3,02

Sumber Ketidakpastian yang Berasal dari

Administrasi Pajak

2,91

Birokrasi untuk  Perlakuan pajak Tidak bisa Insentif bagi Korupsi dalam
patuh termasuk dari otoritas yang memperoleh otoritas tidak sistem pajak
kewajiban sulit diprediksi dan kepastian diawal sejalan dengan
dokumentasi tidak konsisten terkait pajak perlakuan pajak
melalui ruling atau yang adil

mekanisme sejenis

Sumber: OECD/IMF on Tax Certainty (2017)

Hubungan dengan
otoritas yang
kurang baik



Apa Selanjutnya?
Mendorong Kepastian dalam Sistem Pajak

/A~ 4
> &
Sets the Standards and Qé'yoﬂd

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

Sumber Ketidakpastian yang Berasal dari
Penyelesaian Sengketa Pajak

3,34

3,26
2,99

2,95

Keputusan pengadilan
atau badan sejenis
berlarut-larut

Keputusan pengadilan Minimnya transparansi
sulit diprediksi dan tidak publikasi putusan
konsisten

Sumber: OECD/IMF on Tax Certainty (2017)

Korupsi dalam sistem
peradilan

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,5

o

1,0

(@}

0,50

Sumber Ketidakpastian yang Berasal dari Isu Pajak
Internasional Tertentu

3,38 296
; 3,22 1
I I I I |

Interpretasi Hukum pajak tidak  Minimnya ahli pajak Minimnya
antarotoritas atas sejalan dengan internasional dalam ~ pemahaman atas
standar pajak yang perkembangan model otoritas pajak model bisnis
berbeda dan tidak bisnis internasional

konsisten

Sumber: OECD/IMF on Tax Certainty (2017)

Adanya pertentangan
antara standar
internasional dan
penggunaannya



Paradigma Relaksasi-Partisipasi dan PSIAP

Strategi Baru Pajak

Darussalam
Managing Parner DDTC

Ancaman tak
tercapainya target
penerimaan pajak dan
melebarnya shortfall
(kekurangan setoran)
pajak semakin jelas di
depan mata. Hingga
Oktober 2019, baru
sekitar Rp 1.018 triliun
pajak berhasil diraup.
Angka ini 6:.6 persen
dari target APBN 2019
sobesar Rp 1.577 triliun.
ahnys kinerja pajak ini tentu
1 berdampak pada kondisi fis-
Indonesta, Target penerimaan
pajak 2020 jug okan menghadapi tan-
tangan yang tidak mudah

Di saat yang bersamaan, tekanan cko+
pomi mengharuskan adanya relaksasi
Reformast pajak, dalim rangka meng-

senjot rasio_ pajak (tax ratio, perban:
Hingan antara penerimaan pajk dengan
Toduk domestik bruto), justru dila-

Lantas, api
tuk  memutus shortfall pajax  yang
terus-menerus terjadi sejak 20097
Refieksi 2019

Boleh dibilang, kita memasuki 2019
dengan optimisme yung gzl Pasals
tealisasi penierimasn pajak 2018 m
norchkan capalan yang menggembira:
| Y Basio pajak kembali menunjukicn
polapeningkatan setelah mengalari
tren penuninan selama tiga tahun se-
bedumnya, Meski: domikian, ada bebe
rupa faktor Yang mendistorst tren positif
tersebul.

Selain pengaruh hajatan pemilu, kita
surut menyaksixan turunaya harga ko-
moditas, fluktuasi di pasar keuangan
internasional, peranst dagang dan tee-
ganggunya rantai pasokin gobal,
el nya kinerja CKSpoF-impor

basil. kinerja sektor ancalan dan pos
penerinsaan pajak yang biasanya do-

| minam malah Kian lesu.
19

dikit mengerer

Signifikan dalam rangka mer
kan pemungutan pajak. Relaksasi eko-
nomi dan upaya menciptakan situasi

" bisa dianggap sebagal
Salith st alisannys

Kondisi yang besa dianggsp anomli

i sugaknys berpengaruh besar pada po

Darussalam,

nerimaan pajak. Proyekst yung ilaku
kan DDTC Fiscal Research menunjuk-
kan, penerimazn pajak tahun 2019 da-
Jam perhitungon kondist normal akan
perkisar antara Rp 1361 trilun (pe-
simistis) hingga Rp 1298 tribun (op
timistis), Astinya shartfall pajak skan
berkisar antara Rp 170 tniliun (886
persen dari tanget) hingga Kp 210 trliun
(8623 persen dari tanget).

Akan telapi, dalam situasi ekoromi
2019 yang cendesurns tidak normal, ki
nerja penerimaan pajak bisa jocl lebith
bisruk, Skenario terburukuya, penerim
an pajak berada di angka Rp 1318 trlivn
dan memperlebar shortfall pajak hirgga
Rp 259 triliun (Febrantara, Yustisia, dan
Vissaro, 2019). Defisit anggarn dan
utang pemerintih_kemungkinan besar
akan turut meningkat.

Walau demikian. risiko itu perlu di
dengan jernih. Solusi yang ter-
sedia untuk menambal shartfall di akhir
tahun adalah dengan mengeksckusi data
automalic exchange  of  information
(AKol) maupun informasi keuanggn
pihiak ketig. Selebihnya. criens
lebih baik d:pergunakan untuk mema-
tangkan strategl Yang Jebih jernih untuk
2020 mendatans,

Tahun depan tanget pajuk dipatok Rp
1.642 triliun. Tantet tersebut hanys tum-
buh 4,1 persen jika dibandingkan dengan
target 2019 yang scbesar Bp 1577 triliun.
Namun, seandainya shorffall melchar
hingga Rp 259 trillun, mau tidak mau
pencrimaan pajak 2020 harus bertum-
buh sctinggi 24,0 persen, Angka per-

ilang cukup
it

sulit untuk
strategi bary, terutama di tengah per-
lambatan ckonomi dewssa ni.

Tantangan 2020

Tahun 2020 jugs menjadi tahun per-
tama dari periode kodua pemerintahian
Prosiden Jokows. Dari pidato pelantikan
i hadapan MPR pada tanggul 20 Ok-
tober lalu terdapat lina prioritas prog-
aitu pembangunan sumber di
manusia (SDM), pembangunas infra
Struktur, penyederhanaan regulast, pe:
nvederhanaan birokrasi, scrta transtor=
mast ckonomi.

Socara tersicat, rezim fiskal sclama
fima tahan mendatang akan besdiri di
atas dua clemen, mendorong daya sang,
sekaligus memobilisasi peaeri AN

Upaya mendarong daya saing. metalui

dasarnys telah teriihat
akan keringanan pa-
jak serta rancangan dani omnibus law
mengenal ketentuan pajak untuk pe-
nsatan perekopomian. Pemotongan -
Aif hingga berbugad insentif gak me
rupalcan hal-hal yang kerap kita dengar
belakangan ini

ram,

2 P

=5
PY e

Sayangnya, ikhtiar untuk meningkat-
kon penerimaan pajak seakan "dike-
sampingkan”. Betul bahwn kita meng-

Lambat, tetapi papk scharusnya U
dianggap sebagai momok menakutkan
bhag agenda pembangunan nasional. Pa-
jak juga jangan lantas *dikatahkan” da-
Jam argumentasi merebut hati investor
dan menciptakan diya saing nasional

Seatinya, pajak adatah bagian tidak
o Xan dari cara untuk mewujud
*an cita-cita luhur bangss Indonesia
Tercopainyn 17 program dalam Sasaran
Perbangunan Berkelanjutan (Sustaina-
bl Development Goals/SDGs) juga me
miliki prasyarat peningkatin m@sio pajak
hingga sctidaknya 15 persen (Gaspar, et
4l 2019). Dengan demikian. keberpiha
an terhodap upayn meningkatkan pe-
Ierinsaan pajak justru menunjukkan ke
berpiiakan kepada seluruh lagisan ma
syarakat

va relaksast ekonomi melalu sistem pa-
ik dengan meningka pencrimaan
pajak di ‘sisi sebalikny: diperiukin
strategi baru yang dinamakan "Relak-
<asi Partisipasi™, Artinya relaksasi pajak
harus dilakukan secara bersyarat dan
mengharapki timbal balik berupa par-
{isipasi masyarakat dalam sistem pajak
Penting digarishawahi buhwa reliksasi
dalam sistem pajak mencakup hukum,
, dan administrasi.
pat empat strategi Relaksa-
si-Partisipasi. Pertama, relaksasi diper-
tukarkan dengan partisipasi masyarakat
dalam  mengerakkan - perekonoimian
Pada area ini, relaksasi pajak diberiian
selamas wajib pagak melakukan kegatat
yang dipersynratkan oleh pemerintah
baik pada sektor, jenis, Jokasi, dan/utaq
il tertenti. Singeatnys, tendapat i
tervensi pemerintal mengenns perilaku
wajib pajak.
Fitur kebijakan ini sebenarnya telzh

=

tecermin dalam beberapa fasilitas pajak
seperti super fax deduction untuk Ke
giatan vokasi maupun tax holiday. Hal
dipertimbangkan misal-

investasi di Indonesia

gori atau ekspansi usal
batknys arus kas (cash flow) dari restitust
dipercepat.

Kedua, relaksasi dipe
ngan data dan informasi Sehagpi contoh,
penerapan cooperative o noe, di
mana transparansi wajib pajak_diper
tukarkan dengan  kepastian. Strategs
yang suns juga isa ditcrapkan di sektor
keuangan dan penyedia platform digital
(OECD, 2009). Keberhasilan stratesi ini
harus didukuny dengin adanya format
data don informasi yang serxgam dan
dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal
(Ditjen) Pajak

Ketiga, relaksasi berbasis perilaku ke-
patuhan. Penerapannya dapat dilakukan
Tialkan dengen pemberlauan alter-
native mimimur tax atas indikasi peng-
hindaran pajak korporasl, sanksi pajak
yangt lcbih proporsionl berdasarkan
profil kepatuhan dari waijib pajak. Strate-
@ ini membutuhlkan adanya pengelon
pokan wajib pajak dalam skema com-
pliance management.

Keempat, refaksasi yang diimbang:
dengan  kepastian kontribusi  pajak.
Strategi ini dipriotitaskan bagi kelom-
pok yang memparoleh henefit fskal yang
tinggg, tetapi Kontribus kiiya masih
minsim, Terdapat beberapa opsi yang bisy
dipertimbangkan, semisal pembertaku-
an pajak berbasis kelayaan bersih ke-
pada kelompok pemitik modal yang dis
Untungkan dari omnibus law, safc har-
bour dalam transaksi afiliasi, pember
fakuan pajak atas nutura bag kelompok
profest tertentu.

Suratei Relaksasi-Partisiposi di atas
harus didukung olch penguatan kelem:
Iagan otoritas pajak, inklusi pajak ber-
Yeanambungan, serta ketersediaan tek-
ol informas: administrasi pajak yang
mumpuni, Faktor keberhasilanmya juit
akan ditentukan oleh kolaborasi dengan
seluruh pemang: kepentingan, soperti
akademisi, pengadilan pajak. konsultan
pojak, asosiasi bisnis, instansi peme-
rintah lainnya, pemerintah daerah, dan
sebagainya, Dalam hal ini, komitmen
Qan kepemimpinan politik sangat. di

akarkan de-

tuhkan,
Padn akhirmya, tercapainy= targiet pe-
nerimoan pajalk di masa mendatang de-
i kemandirian bangsa bukan sesuaty
hal vang mustahil. Kuncinyz hanya satu,
mendudukkan  sektor pajak

agenda sentral untuk memajukan 1n-
donesin. Oleh karena ity *tidak ber
Jelihan dan benar adanyn
berbuny “Pajak Kuat, o

Strategi Baru Pajak”, Kompas, 30 November 2019

Dipertukarkan dengan

Relaksasi, Pelayanan, dan Kepastian

Sats the Standards and Beyond

il
t‘"/ II

Partisipasi dalam
menggerakkan
perekonomian

Transparansi

Kepatuhan Pajak

Kontribusi dalam
Pembayaran Pajak
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Terobosan Tax Refund Policy dengan Digitalisasi

Administrasi Pajak
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Efisiensi biaya
pengembalian pajak
dengan integrasi
perpajakan
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dengan data analytics
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serta risiko keuangan bagi pemerintah dan masyarakat.

« Kurangnya integrasi menyebabkan inefisiensi, biaya tambahan @ ﬂ

- Dengan integrasi, pengembalian pajak dapat disesuaikan dan
seimbang dari sudut pandang warga negara dan bisnis.
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Ketersediaan data faktur digital berkualitas tinggi
memungkinkan administrasi perpajakan untuk berinovasi
dalam menawarkan layanan kepada wajib pajak.

- Sebagian besar pengembangan e-faktur di masa depan
berkaitan dengan proses PPN, salah satunya terkait
pengurangan waktu tunggu pengembalian PPN (59%).

« Algoritma untuk terus menganalisis data dan
menginformasikan pengambilan keputusan pada titik-titik

penting. _-‘ ? ;_

- Penerapan data-analytics dapat membantu pemeriksa —t @
pajak denganpenipuan seperti pengajuan klaim —T
pengembalian PPN untuk bukan penduduk C—~—/)

4 7 Sumber: OECD (2020),
OECD (2022), & ADB (2022)




Implementasi Tax Control Framework

Tren Global

Perubahan paradigma
kepatuhan yang tidak lagi
berbasis enforcement
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Cooperative
compliance program
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Tax control framework (TCF) sebagai
instrumen utama yang menjamin
cooperative compliance
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Tren penerapan TCF yang kian
meluas di berbagai negara yang ‘
tersebar di seluruh kawasan
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TCF menjamin iklim perpajakan
yang sehat dan bermanfaat bagi
para pemangku kepentingan
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Ex-ante approach
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« Memberi kepastian

sejak awal
Mengurangi risiko
pajak

Bagi \

wajib pajak

* Adanya informasi
yang valid tentang
tata kelola pajak

* Efisiensi proses bisnis)

TCF menjamin terwujudnya kepatuhan sukarela
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Program bersifat sukarela yang ditujukan bagi
wajib pajak tertentu

Penekanan TCF pada tata kelola perpajakan

Wajib pajak yang berhak mengikuti program
akan mendokumentasikan TCF yang umumnya
mengikuti 6 essential building blocks OECD

Wajib pajak harus mengisi form/checklist yang
dipersyaratkan otoritas dengan dukungan
dokumentasi

Dokumentasi TCF harus direview oleh External
Reviewer

Penilaian TCF oleh otoritas dituangkan dalam
bentuk scoring criteria

Waijib pajak dengan skor tertentu berhak
mendapatkan suatu manfaat yang berkaitan
dengan kepastian pajak
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Implementasi Tax Control Framework dan PSIAP -

) Optimalisasi PSIAP dengan menambahkan
fitur penyampaian dan monitoring TCF

® Pperluasan kewajiban XBRL sebagai fitur
efektivitas TCF

® Pperluasan integrasi data perpajakan
sebagai fitur efektivitas TCF (real-time
working)

Bekerjasama dengan penyedia software
TCF pihak ketiga layaknya skema PJAP
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. Integrasi Enterprise Resource Planning
(ERP) dengan software perpajakan

Software khusus untuk TCF

@ ntegrasi data perpajakan dengan DJP

Wajib Pajak

0o
0o Taxpayer Account
Management (TAM) | 0

Konsultan Pajak

Informasi data prepopulasi kewajiban pajak dalam
Taxpayer Account Management (TAM) dan
informasi keuangan dalam Enterprise Resource
Planning (ERP) dapat diintegrasikan untuk
menjadi basis data otomasi TCF dan monitor
secara real-time
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